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BAB V 

ANALISIS PELAKSANAAN PILKADES  2016 DI DESA TELAGA BIRU 

MENURUT KONSEP SYURA 

A. Praktik Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Telaga Biru 

Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan 

Secara praktik, terlepas dari beberapa pelanggaran yang dengan sengaja 

dilakukan, Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi 

Kabupaten Bangkalan belum demokratis. Hal ini tercermin meskipun pada 

munculnya calon yang terbilang banyak dibanding dengan periode-periode 

sebelumnya. Kenyataan demikian telah membuktikan bahwa masyarakat Desa 

Telaga Biru secara perlahan meskipun mulai memahami dan menghayati 

demokrasi sebagai sebuah konsep pemerintahan yang cukup baik dan 

membebaskan tetapi masyarakat Desa Telaga Biru belum mengerti apa itu hal 

yang demokratis dalam pilkades 2016. 

Demokrasi mengharuskan adanya pemilu sebagai salah satu ruang bagi 

warga negara berkontestasi dan berkompetisi secara sehat dalam pemerintahan.
1
 

Di Desa Telaga Biru, pada periode-periode sebelumnya, proses Pilkades di Desa 

Telaga Biru dilakukan hanya sebatas sebagai formalitas belaka. Sebab, 

sebagaimana kultur yang berlaku, Kepala Desa ditunjuk atas dasar trah keturunan 

atau pun kepemilikan pengaruh (pengaro) yang cukup besar kepada masyarakat. 

Hal tersebut juga diamini dengan pergantian Kepala Desa (klebun) secara 

                                                             
1
 Mohtar Masoed, Negara, Kapita, dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 24. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66 
 

 

substansial baru akan dilakukan jika Kepala Desa sebagaiman dimaksud 

meninggal. Jika masih dalam keadaan hidup, kalau pun secara administratif harus 

diganti, tetap akan menjabat dan proses pergantian hanya akan berjalan sebagai 

bentuk formalitas belaka. 

Di samping itu—masih sebagaimana tradisi yang berlaku—masyarakat 

Telaga Biru menganggap bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kepala Desa. 

Kursi itu hanya dapat diduduki oleh segelintir orang saja yang memiliki latar 

belakang keturunan keluarga besar atau pengaruh yang cukup tinggi terhadap 

masyarakat secara menyeluruh. Sehingga orang-orang dengan latar belakang 

keluarga biasa atau basis ekonomi menengah ke bawah, seperti nelayan, petani, 

tukang ternak dan sebagaimya, tidak “boleh” menjadi Kepala Desa. Sebab, kalau 

pun nekat untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Desa, bukan saja 

tidak akan mendapat suara atau dukungan, tetapi juga akan dicemooh oleh 

masyarakat yang lain. 

Paradigma dan kebiasaan yang berlaku sekian tahun lamanya itu pada 

akhirnya—secara bertahap—mulai berubah seperti halnya yang terjadi pada 

Pemilihan Kepala Desa 2016 di Desa Telaga Biru, dimana munculnya banyak 

Calon Kepala Desa merupakan bukti bahwa masyarakat Telaga Biru betul-betul 

memahami bahwa pemimpin desa merupakan hak semua orang Telaga Biru dan 

bukan hanya milik orang-orang tertentu. 

Dari semua Calon Kepala Desa Telaga Biru, mulai dari M. Suhdi, 

Muhammad Tomat, M. Rudi, H. Sukari sampai Husni, adalah para calon Kepala 
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Desa yang kesemuanya mendaftarkan diri sebagai kandidat atas kemauan masing-

masing, dan bukan atas dorongan orang atau kelompok tertentu. Lebih pada 

keinginan, perasaan mampu dan kesadaran akan adanya kesempatanlah yang 

membuat para calon Kepala Desa ini mencalonkan diri. Dan daripada itu, mereka 

semua juga merupakan bagian dari masyarakat Telaga Biru yang memiliki latar 

belakang keturunan dan ekonomi yang berbeda-beda. Misalnya seperti M. Suhdi, 

Kepala Desa terpilih, merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang 

printing dan percetakan. Sebagai masyarakat Telaga Biru, bahkan M. Suhdi 

terbilang cukup jarang terlibat dalam dinamika politik dan pemerintahan desa di 

Desa Telaga Biru. Sehingga terpilihnya M. Suhdi oleh beberapa orang dianggap 

cukup mengejutkan. 

Demokrasi mengandung dua elemen penting, yaitu kemerdekaan atau 

kebebasan dan kesetaraan.
2
 Dua elemen tersebut yang masih kurang  dipahami 

masyarakat Telaga Biru khususnya dalam proses Pilkades 2016 telah 

membuktikan bahwa demokrasi di Desa Telaga Biru belum masuk pada nilai-nilai 

demokrasi serta prinsip-prinsip demokrasi yang cukup demokratis. Selain nilai 

kebebasan yang belum tercermin sebagaimana di atas, nilai kemerdekaan pun 

juga terasa dalam proses Pilkades 2016. Kemerdekaan yang dimaksud adalah 

semakin menurunnya pengaruh seorang Kyai kepada santri atau jamaahnya untuk 

memilih sesuai apa yang dia (Kyai) kehendaki. Santri maupun jamaah pada 

                                                             
2
 Fuad Fachruddin Fatah, Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan 

Nahdlatul Ulama, (Tanggerang: Pustaka Alvabet, 2006), 28. 
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majelis yang dipimpin oleh para Kyai di Desa Telaga Biru juga sudah mulai 

berani memilih dengan merdeka tanpa merasa terbebani jikalau harus berbeda 

pilihan dengan sang Kyai. 

Tidak hanya  terlihat pada perubahan positif pada tradisi dan pola pikir 

masyarakat Telaga Biru, keberhasilan dalam pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa 

Telaga Biru juga tercermin pada ketertiban administrasi yang sejak perencanaan, 

persiapan hingga pelaksanaan dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan terkait namun pada praktik demokrasi masih belum 

tercermin karena adanya Money Politic. Dalam tahap perencanaan, sejak ditandai 

dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya, seluruh elemen 

penting di Desa Telaga Biru melibatkan diri untuk membicarakan secara inten 

beberapa program yang harus dicanangkan terkait persoalan pergantian 

pemerintahan desa. Sebagaimana otonomi desa yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, para promotor desa, dalam hal 

ini adalah Badan Pengawas Desa (BPD) dan Pamong Desa yang terdiri dari 

tokoh-tokoh berpengaruh di Desa Telaga Biru, memiliki wewenang untuk 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, termasuk membentuk Panitia Pilkades 

2016. 

Pada tahap persiapan, panitia yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala 
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Desa.
3
 Mulai mempersiapkan Pilkades, mulai dari sosialisasi terhadap masyarakat 

Telaga Biru, tahap pencalonan, hingga pada pelaksanaan yang terus 

menyesuaikan peraturan yang ada. Salah satu yang paling penting adalah bahwa 

penyelenggara, partisipan hingga masyarakat Desa Telaga Biru mengikuti setiap 

tahap dengan tertib dan suka cita. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kerinduan 

masyarakat Desa Telaga Biru akan sosok Kepala Desa yang baru serta melalui 

proses yang baru pula setelah sebelumnya dipimpin oleh seorang Kepala Desa 

selama beberapa periode dengan proses yang masih berdasarkan kultur yang 

berlaku serta pemahaman yang masih cenderung primordial. 

Proses demokrasi yang berjalan cukup baik namun belum tercermin hasil 

yang demokratis, khususnya pada pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru 

pada akhirnya harus disayangkan dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran 

yang secara langsung mencederai demokrasi itu sendiri. Misalnya Money Politic 

yang masih jadi jurus utama para Calon Kepala Desa Telaga Biru untuk 

mendulang banyak suara. Praktik tersebut bahkan telah dirancang dan disepakati 

oleh semua Calon Kepala Desa, dengan maksud supaya nantinya pada 

pengumuman akhir Pilkades, hasilnya dapat disepakati bersama, tanpa kecurigaan 

satu sama lain. 

Praktik suap tersebut bahkan tidak hanya dalam bentuk uang 

sesungguhnya, melainkan juga dalam bentuk materi yang lain. Seperti apa yang 

dilakukan oleh tim sukses dari salah satu Calon Kepala Desa yang menjanjikan 

                                                             
3
 Lihat pasal 2. 
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akan menggratiskan layanan TV kabel untuk para pendukungnya selama tiga 

tahun. 

Kenyataan tersebut telah menyalahi peraturan Pilkades sebagaimana telah 

diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010. Meskipun begitu, tampaknya 

masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan adanya praktik Money Politic 

tersebut. Masyarakat terlanjur menganggap lumrah dan bahkan menilainya 

sebagai bentuk kewajaran yang tanpanya Pilkades juga tidak akan menarik. 

Seperti yang disampaikan oleh Hasan, bagian tim sukses salah satu Calon Kepala 

Desa yang bahkan mengakui bahwa timnya menjanjikan suatu materi demi 

mendapatkan suara dari masyarakat. Hal tersebut menyalahi nilai-nilai demokrasi 

yang terdapat dalam prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pilkades 2016 

di Desa Telaga Biru. 

Paradigma masyarakat yang demikian dapat dilatarbelakangi oleh 

fenomena serupa pada kontestasi politik di level yang lebih tinggi, seperti 

Pilkada, Pileg dan Pilpres. Sehingga mereka seakan sudah terbiasa menghadapi 

pengalaman yang sama ketika harus menerima suap maupun janji dari setiap 

kontestan politik. Di samping itu, masyarakat juga terus meyakini bahwa setiap 

orang yang ingin mengikuti kontestasi politik baik di level Negara, Daerah 

maupun Desa haruslah bermodalkan uang banyak. Sehingga kesadaran 

masyarakat bahwa demokrasi merupakan sebuah media untuk mengaktualisasikan 

kebebasan, dalam praktiknya tetaplah tidak sesuai degan nilai yang seharusnya 

dipegang teguh bersama. 
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B. Konsep Syura dalam Praktik Demokrasi pada Pemilihan Kepala Desa di 

Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan 

Membicarakan syura tidak segampang memberikan contoh sebagaimana 

yang kerap dijumpai pada forum-forum kebanyakan. Sebab, tidak semua 

perkumpulan, perundingan, dan jam’iyah menggunakan kaidah-kaidah syura 

secara menyeluruh. Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dalam kutipan A. 

Hasjmi
4
 bahwa kaidah yang menjadi asasnya syura ada lima, yang diringkas 

sebagaimana berikut: 

1. Syura hak yang ditetapkan bagi pemerintah dan rakyat dalam hal ini kedua 

pihak sama kedudukannya, tidak ada satu pihak yang berhak lebih dari yang 

lain. Sebagaimana halnya para pemimpin negara boleh kapan saja menyatakan 

pendapatnya dalam urusan-urusan pemerintahan, maka demikian pula rakyat 

atau wakil-wakil rakyat. 

2. Kewajiban pemerintah bermusyawarah dengan rakyat dalam urusan-urusan 

negara, baik besar maupun kecil. Dan rakyat dapat menggunakan haknya 

kapan saja memberi nasehat kepada pemerintah atau mengajukan peraturan-

peraturan, dan dapat menuntu pemerintah untuk melaksanaka syari‟at Islam. 

3. Syura bersendi ikhlas illahi; tidak menjadi suatu kemestian; cita syura 

haruslah dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah untuk menegakkan 

kebenaran Islam, dengan tidak terpengaruh oleh warisan dan kepentingan 

pribadi, tidak pula oleh kepentingan golongan dan darah. 

                                                             
4
 Ali Hasjmi, Dimana Letaknya Negara Islam, Cet. 1 (Singapura: Pustaka Nasional, 1970), 83-85. 
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4. Syura bukan kebulatan suara; tidak menjadi suatu kemestian, supaya semua 

orang (wakil-wakil rakyat) bersepakat atas satu pendapat. Keputusan adalah 

pendapat terbanyak dari rakyat,; setelah bertukar pikiran secara bebas, tanpa 

tekanan apapun. 

5. Keharusan pelaksanaan keputusan oleh golongan sedikit; setelah 

bermusyawarah dengan bebas, maka semua golongan harus menjalankan 

keputusan itu, terutama golongan kecil yang kalah sura. Mengenai hal ini, 

Rasulullah dapat memeberi contoh dalam perundingan perang Uhud, di mana 

Rasul tunduk kepada orang banyak yang ingin menyongsong musuh ke bukit 

Uhud, sedang nabi sendiri berpendapat lebih baik bertahan di Madinah. 

Setelah menjadi keputusan dengan suara terbanyak, maka Rasul segera 

memakai baju besinya dan keluar memimpin orang banyak menuju medan 

perang. 

Di sisi yang berbeda, ada landasan historis yang boleh menjadi alternatif 

dari konsep syura itu sendiri, yakni konsep syura di masa kepemimpinan 

Khulafa’u al-Rasyidin. Dalam fase itu, masing-masing khalifah memiliki proses 

berbeda hingga ia kemudian dipilih. Misalnya, seperti penjelasan berikut
5
: 

1. Terpilihnya khalifah pertama, sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad Saw. 

Tidak menunjuk siapa yang akan menggantian sebagai penerusnya. Tapi ada 

beberapa isyarat Rasulullah, seperti ketika Abu Bakar menggantikan Nabi 

                                                             
5
 Lihat Toha Amar, “Prinsip Syura dalam Proses Pemilihan Khulafaur Rasyidin”, (Skripsi—UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 60-63. 
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menjadi imam shalat shubuh, dan satu-satunya sahabat menemani ketika Nabi 

sedang berada di goa, yang kemudian menurut sahabat-sahabat senior yang 

berkumpul di Saqifah bani Sa‟idah, isyarat-isyarat itu mengarah pada sosok 

sahabat dekat Nabi, Abu Bakar al-Sidiq, setelah memulai proses perdebatan 

dan musyawarah yang cukup panjang. 

2. Terpilihnya khalifah kedua, menjelang wafatnya (sakit parah) khalifah 

pertama, Abu Bakar, beliau melakukan musyawarah face to face kepada para 

sahabat senior ketika itu, yang terakhir kali diajak musyawarah face to face 

adalah Ustman bin Affan yang sekaligus mencatat wasiatnya sebagai 

penunjukan bahwa pengganti berikutnya adalah Umar bin Khattab yang 

kemudian diumumkan di muka publik dan tak ada seorang pun yang menolak 

atau semuanya sepakat termasuk juga para sahabat. 

3. Terpilihnya khalifah ketiga, berbeda dengan khalifah pertama, Abu Bakar, 

Umar bin Khattab yag ditusuk pedang oleh Abu Lu‟lu‟ah mengakibatkan sakit 

parah (hampir meninggal), sehingga di sisa-sisa hidupnya itu para sahabat di 

sekitarnya mendesak untuk segera menunjuk pengganti sebagaimana khalifah 

terdahulunya. Sebagian dari sahabt meminta agar menunjuk Abdullah bin 

Umar, putera sendiri. Tetapi, Umar menjawab, “Tidak, demi Allah aku tidak 

menginginkan hal itu. Cukuplah satu orang dari keluarga Umar yang akan 

dihisab sebagai khalifah. Aku telah berusaha menanggungnya sendiri dan aku 

mengharamkan bagi keluargaku. Aku juga berharap selamat dari keburukan 

yang aku lakukan maupun yang dilakukan terhadapku”. Kemudian Umar 
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membentuk suatu tim panitia syura (semacam tim formatur) yang terdiri dari 

enam sahabat terbaik dari kalangan sepuluh sahabat yang dikabarkan akan 

masuk surga oleh Nabi Muhammad Saw. sebelum wafatnya. Mereka adalah 

Ali bin Abi Thalib, Abdul Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Ustman 

bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Thalhah Hasan bin Ubaidillah. Umar juga 

berpesan bahwa Abdul Rahman Auf jadi saksi dan tidak memiliki hak 

menjadi khalifah. Kemudian Umar memberi pesan kembali megenai batas 

waktu untuk menentukan khalifah yang akan menggantikannya, yaitu tiga hari 

setelah dimakamkan. Setelah pemakaman, berkumpullah mereka berenam 

melaksanakan wasiat Umar untuk melakukan musyawarah mencari pengganti 

Umar bin Khattab sebagai khalifah. Tetapi keenam panitia syura tersebut 

mengalami dead lock atau jalan buntu dan tak bisa menentukan siapa yang 

akan menjadi khalifah. Akhirnya, Abdul Rahman selaku ketua panitia 

berkeliling turun ke masyarakat menjaring aspirasi melalui perwakilan profesi 

mereka tapi tetap saja belum mengambil keputusan, pada hari berikutnya 

dilanjutkan dengan musyawarah terbuka di hadapan khalayak ramai, baru 

kemudian dapat diputuskan dan dibaiat sebagai khalifah adalah Ustman bin 

Affan. 

4. Terpilihnya khalifah keempat (terakhir), karena terbunuhnya khalifah ketiga, 

Ustman bin Affan, akibat pemberontakan yang dipimpin al-Ghafiqi bin Harab 

al-Aki dan pasukannya, mengakibatkan kekosongan pimpinan di Madinah. 

Oleh karenanya, para sahabat mendesak Ali bin Abu Thalib untuk 
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menggantikan posisi Ustman bin Affan. Tetapi, Ali sendiri menolak desakan 

tersebut bahkan ia sempat bersembunyi. Setelah Ali menolak, perhatian sahabt 

beralih pada dua sosok yang pernah juga menolak. Setelah lima hari tanpa 

pimpinan seorang khalifah, akhirnya pemegang kendali ketika itu para 

pemberontak mengancam untuk membunuh semua yang pernah menjadi 

anggota panitia syura, termasuk juga Ali kalau tidak segera diisi kekosongan 

pemerintahan ini. Para pemberontak berkepentingan untuk mencari selamat 

dan mencuci tangan atas tragedi berdarah yang mengancam khalifah Ustman 

bin Affan. Dengan ancaman tersebut, seluruh masyarakat Madinah panik, 

resah dan takt akan ancaman itu. Sehingga masyarakat kembali mendatangi 

Ali dan meminta kesediaannya untuk menjadi khalifah. Mereka berkata, 

“Tidakkah engkau mengerti apa yang sedang dalam kaum muslimin dan krisis 

yang sedang kita alami bersama? Mereka terus mendesak dan betul-betul 

berharap agar Ali bersedia menerima jabatan khalifah. Dengan syura atau 

bermusyawarah dan kebesaan hati seorang Ali, ia menerima dan bersedia 

menjadi khalifah demi menyelamatkan umat Islam dari konflik dan 

perpecahan yang bisa saja semakin menjadi-jadi jika ia tetap menolak. 

Sedangkan, selanjutnya, Pilkades merupakan sebuah urusan yang pada 

tahap selanjutnya sangat berkaitan erat dengan kemaslahatan umat (masyarakat). 

Dapat dikatakan kemaslahatan umat karena jika tidak lakukan maka akan 

menyebabkan timbulnya permasalahan. Pilkades jika tidak dilakukan maka akan 

terjadi kekosongan pada tataran pemerintahan desa yang pada prinsipnya 
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merupakan pengatur kehidupan masyarakat di desa, mencakup hampir seluruh 

aspek kehidupan, mulai dari kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan 

pemberdayaan, sampai pada persoalan agama dan peribadatan sekalipun. Islam 

selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (masalih umat).
6
 Jadi, 

Pilkades secara tidak langsung merupakan bagian dari urusan agama yang pada 

dasarnya masuk dalam ruang lingkup syura. 

Sebagai bagian dari maslahah ‘ammah, menjalankan pemerintahan di desa 

tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Maslahah „ammah harus benar-benar 

untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan). Adapun 

sesuatu yang membawa manfaat dan meniadakan mudharat hanya 

menguntungkan atau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk 

maslahah ‘ammah.
7
 

Demokrasi yang tercermin pada pelaksanaan Pilkades di Desa Telaga Biru 

pada tahun 2016 merupakan media masyarakat untuk menyepakati bersama 

mengenai siapa yang sepatutnya menjadi Kepala Desa di Desa Telaga Biru. 

Selanjutnya, demokrasi merupakan alternatif bagi masyarakat melihat 

ketidakmungkinan mereka secara menyeluruh harus duduk bersama dan 

membicarakan persoalan siapa yang harus menjadi Kepala Desa. 

Ketidakmungkinan itu dapat ditinjau dari aktifitas masyarakat yang berbeda-beda, 

                                                             
6
 Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1999), 104. 
7
 A. Khoirul, Fasal tentang Maslahah „Ammah / Kepentingan Umum, 

http://www.nu.or.id/post/read/11396/fasal-tentang-maslahah-amp8216ammah-kepentingan-umum-1, 

(1), (26/11/2017). 
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sehingga mempengaruhi kesediaan ruang dan waktu yang sama bagi mereka 

untuk melakukan musyawarah. Maka dari itu, perlu adanya hukum yang menjadi 

acuan bagi terselenggaranya proses demokrasi sebagai alternatif musyawarah, dan 

tentunya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebebasan dan menghormati 

perbedaan. 

Jika memperhatikan model syura sebagaimana masa kepemimpinan 

khulafa’u al-rasyidin, maka, proses Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru sangatlah 

berbeda. Sebab, pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat tidak kita jumpai 

dalam proses syura ketika kepemimpinan setelah Nabi Muhammad saw. Tak 

hanya itu, wewenang seorang pemimpin untuk memberikan rekomendasi satu 

atau beberapa orang untuk menjadi suksesornya, juga tidak sama dengan proses 

demokrasi, dalam hal ini Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa, secara mekanisme Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru 

sangatlah tidak sama dengan proses syura dalam proses penentuan khalifah pasca 

ditinggal Nabi Muhammad saw. 

Meski demikian, secara umum, Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru 

Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan merupakan proses demokrasi 

yang mana terdapat nilai-nilai dan visi yang sama dengan kemusyawaratan 

sebagaimana dimaksud. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kesepakatan Masyarakat 

Pilkades di Madura, tak terkecuali di Desa Telaga Biru, selalu identik 

dengan anarkisme yang kerapkali mewarnainya. Hal demikian dilandasi oleh 
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primordialitas pola pikir masyarakat Madura yang terkesan akan berjuang 

mati-matian untuk mempertahankan harga diri. Misalnya pada kasus Plkades, 

dalam pemahaman masyarakat Madura, termasuk masyarakat Telaga Biru, 

kekalahan terutama sekali pada kontestasi politik di desa merupakan suatu aib 

dan nasib yang sangat memalukan. Sehingga, mereka tidak peduli jika harus 

kehilangan nyawa daripada harus kehilangan malu akibat kekalahan yang 

didapat ketika mengikuti kontestasi politik di desa. 

Akan tetapi, pada Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru, anarkisme telah 

berhasil diantisipasi. Keberhasilan tersebut tidak bisa dilepaskan dari 

kesadaran dan pemahaman masyarakat Telaga Biru yang lebih mementingkan 

urusan dan kebaikan bersama daripada harus mengedepankan kepentingan 

pribadi maupun kelompok tertentu. Muhammad Tomat, M. Rudi, H. Sukari 

dan Husni, beserta masing-masing tim dan pendukungnya, sebagai pihak yang 

harus kalah pada Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru, tidak lantas melakukan 

aksi yang merugikan bagi masyarakat umum seperti halnya yang masih terjadi 

di desa-desa lain di Madura. Sejak awal, mereka semua, termasuk Kepala 

Desa terpilih beserta tim dan pendukungnya, bersepakat untuk menjalankan 

Pilkades dengan baik, terbukti dengan pemenuhan persyaratan dan bersikap 

patuh pada aturan-aturan admistrasi lainnya. Sehingga, dengan bersama-sama 

mengikuti berbagai macam mekanisme Pilkades sebagaimana disampaikan di 

Bab II, maka secara tidak langsung mereka sedang berproses melakukan 

kesepakatan tanpa harus mendiskreditkan yang lain. 
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Nilai-nilai musyawarah (syura) juga sangat jelas tercermin sejak 

dalam persiapan pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru. Selama 

kurun waktu yang cukup sedikit bagi ukuran persiapan Pilkades, 

penyelenggaran sampai panitia pelaksana selalu tekun melakukan 

musyawarah, termasuk dengan masyarakat setempat, demi terselenggaranya 

Pilkades dengan baik dan sesuai dengan keinginan bersama. 

2. Pertentangan Nilai antara Demokrasi dengan Syura 

Sebagaimana yang telah disampaikan Kyai Kadir, salah seorang tokoh 

berpengaruh di Desa Telaga Biru, bahwa Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru 

secara terbuka dan terang-terangan diwarnai oleh praktik Money Politic. 

Meskipun sebelumnya para Calon Kepala Desa bersaing dengan cukup sehat, 

yakni melakukan rekonsiliasi terhadap sanak saudara dan kerabat jauh, pada 

akhirnya masing-masing Calon Kepala Desa tetap melakukan praktik suap. 

Bahkan praktik tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan yang diambil oleh 

semua Calon Kepala Desa. Kesepatan tersebut tentunya ilegal, dan di luar 

peraturan yang berlaku. 

Penyuapan yang telah dilakukan dengan landasan kesepakatan tersebut 

pastinya melewati proses musyawarah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

pada Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru telah terjadi penyalahgunaan konsep 

syura yang mestinya dilakukan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat, 

tetapi telah dilakukan dengan motif untuk memberikan jalan bagi masing-

masing Calon Kepala Desa untuk mendapatkan dukungan secara instan. 
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Sedangkan, menurut Nurcholis Madjid, “... prinsip musyawarah itu 

juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolutistik dan keinginan mendominasi 

wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat 

kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. 

Musyawarah yang benar, adalah musyawarah yang terjadi atas dasar 

kebebasan dan tanggungjawab kemanusiaan”.
8
 Jadi, di samping memiliki nilai 

kebebasan untuk menyatakan pendapat, ada prinsip yang tentunya perlu 

diperhatikan, yakni tanggungjawab. Sehingga, musyawarah (syura) pada 

dasarnya memiliki etika yang tetap harus dijaga bersama, agar kebebasan 

tidak terlampau jauh melewati batas-batas yang memungkinkan bagi orang 

untuk menanggalkan tanggungjawab dan moralitas dalam bermusyawarah. 

Maka, meski masing-masing Calon Kepala Desa telah menyepakati 

untuk secara bersama melakukan praktik suap, pada prinsipnya, kesepakatan 

tersebut bukanlah untuk urusan kemaslahatn umat (masyarakat) Telaga Biru, 

melainkan demi memenuhi kepentingan masing-masing Calon Kepala Desa 

untuk memenangkan Pilkades 2016 di Telaga Biru. Dan sesungguhnya 

keputusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral 

maupun sosial. Suap hanya akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang 

ditimbulkan dari sikap yang tidak fair. Ketidak-fair-an tersebut menjadi jelas 

ketika praktik suap hanya akan dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa 

                                                             
8
 Nurcholish Madjid, Iman dan Tata nilai Rabbaniyah dalam Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: 

Paramadina, 2008), 187. 
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dengan kekuatan materi yang melimpah. Secara sederhana, bahwa siapa yang 

paling kaya, maka kesempatan untuk menang akan lebih terbuka. 

Dari penjelasan di atas, maka kualitas, kapabilitas, dan kemampuan 

manajemen yang unggul bukan lagi menjadi ukuran untuk dapat dipilih oleh 

masyarakat Desa Telaga Biru, melainkan berganti menjadi seberapa kaya 

seorang Calon Kepala Desa untuk dapat menyuap para calon pemilihnya 

dengan nominal yang lebih besar—tentunya—dibanding Calon Kepala Desa 

yang lain. 

Selain itu, kesepakatan untuk melegalkan suap sama sekali tidak dapat 

dibenarkan. Suap hanya akan merusak kebebasan dan penyatuan keinginan 

masyarakat. Menurut Abdurrahman Wahid, Islam memiliki asas musyawarah 

(syura) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak masyarakat, dan 

syura merupakan cara yang efektif.
9
 Jika penyatuan keinginan masyarakat 

telah dicederai oleh praktik suap yang sama sekali tidak mencerminkan 

demokrasi, maka nilai syura dalam praktik demokrasi yang telah 

diselenggarakan pada Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru menjadi 

bertentangan dengan apa yang telah menjadi prinsip utama. 

Proses demokrasi yang diaktualisasikan dalam penyelenggaraan 

Pemilu (termasuk Pilkades), pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam konsep syura, meliputi, kebebasan, toleransi dan 

                                                             
9
 Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1999), 104. 
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pertanggungjawaban, sehingga dapat meghasilkan keadilan. Jika pada 

Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru telah terjadi praktik yang secara tidak 

langsung mengkhianati apa yang sebenarnya dijunjung tinggi dalam 

demokrasi, maka demokrasi tersebut telah bertentangan—jangankan dengan 

konsep syura, bahkan—dengan prinsip demokrasi itu sendiri. 

Pada akhirnya, terpilihnya seorang pemimpin melalui proses 

sebagaimana di atas, bukan lagi atas kesepakatan masyarakat dengan proses 

yang bebas dan tanggungjawab, melainkan melalui proses pemaksaan secara 

tak langsung kepada masyarakat. Masyarakat tidak memilih karena 

kehendaknya sendiri melainkan karena dorongan atas imbalan (suap) yang 

sebelumnya telah mereka terima. Makal hal seperti inilah yang penulis 

simpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan pilkades di Desa Telaga Biru 

belum bisa dikatakan  sudah sesuai dengan prinsip demokrasi ataupun 

menurut konsep  Maka hal seperti inilah yang dapat disimpulkan bahwa 

dalam praktik pelaksanaan pilkades di Desa Telaga Biru belum bisa dikatakan  

sudah sesuai dengan prinsip demokrasi ataupun menurut konsep syura, karena 

para calon maupun masyarakat sudah menyalahi aturan yang sudah berlaku di 

dalam suatu aturan yaitu undang-undang maupun hukum islam yang sudah 

ditetapkan. 

Selain itu, penyuapan juga telah menggagalkan keadilan yang dicita-

citakan, baik dalam konsep syura maupun demokrasi. Sebab, pertama, 

penyuapan akan menciptakan kesenjangan hubungan bagi penerima suap 
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dengan yang enggan menerimanya; kedua, karena masing-masing Calon 

Kepala Desa mempraktikkan suap, maka secara tidak langsung akan 

menimbulkan perbedaan nominal atau jumlah yang pada selanjutnya akan 

menimbulkan perpecahan; ketiga, kualitas, kapabilitas dan komitmen seorang 

Calon Kepala Desa menjadi syarat kesekian, dan yang unggul adalah seberapa 

banyak uang yang mereka keluarkan. Hal ini telah menciptakan ketidakadilan 

bagi salah seorang Calon Kepala Desa yang tidak mau melakukan suap; dan 

yang terakhir, praktik suap hanya akan membuat masyarakat tidak 

bertanggungjawab atas apa yang menjadi pilihan mereka, karena sejak awal 

memang bukan dengan kemauan hati nuraninya. 

Nurcholish Madjid menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai 

demokrasi adalah bertentangan, tetapi dia melihat kesesuaian antara Islam dan 

demokrasi.
10

 Pertentangan antara nilai-nilai Islam dalam konsep syura  

dengan prinsip demokrasi terlihat jelas sejak dalam proses dan mekanisme 

pengambilan keputusan. Jika dalam konsep syura, mekanisme yang 

digunakan adalah mempertemukan pendapat yang satu dengan lainnya berikut 

dengan alasan dan pertanggungjawabannya. Tak hanya itu, di dalamnya 

prosesnya, musyawarah tetap harus mengutamakan etika dan moralitas dalam 

memberi pendapat, menerima pendapat, memperkuat pendapat dan menolak 

pendapat. Etika tersebut dapat diwujudkan pada sikap rendah hati akan 

                                                             
10

 Nurcholis Madjid, Iman dan Tata nilai Rabbaniyah dalam Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: 

Paramadina, 2008), 13. 
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kemungkinan kebenaran pendapat lain dan kelemahan pendapat sendiri. 

Sehingga, kebebasan berpendapat tetap bisa terkontrol agar tidak sampai 

melebar pada pertentangan-pertentangan yang pada akhirnya mengaburkan 

konsentrasi tujuan yang untuk dan demi kemaslahatan bersama. 

Berbeda dengan demokrasi, yang mana prinsip kebebasan acapkali 

kebablasan karena dijadikan legitimasi untuk mendiskreditkan yang lain demi 

terpenuhinya tujuannya sendiri. Seperti halnya kebebasan pers, sebagaimana 

yang telah dikemukakan Nurcholis Madjid, pada perkembangannya berubah 

menjadi semacam kebebasan untuk menyebarkan informasi hoax dengan 

masih berlandaskan pada kebebasan dan demokrasi. Sehingga, patut dipahami 

pula bahwa dalam pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru terdapat 

beberapa praktik yang sebenarnya melenceng jauh dari tujuan dan asas 

demokrasi akan tetapi terus dan tetap saja dilakukan dengan dalih kebebasan 

dalam demokrasi, termasuk pelembagaan praktik Money Politic oleh masing-

masing Calon Kepala Desa di Desa Telaga Biru. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa 

Telaga Biru—belum sesuai dengan aturan main demokrasi sebagaimana yang 

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun sudah sesuai 

mulai dari perencanaan, persiapan sampai pada pelaksanaan—pada dasarnya 

juga bertentangan secara nilai dengan apa yang musti dijaga dalam konsep 

syura, yakni etika dan pertanggungjawaban demi kemaslahatan masyarakat 

Desa Telaga Biru secara menyeluruh. 
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Jauh daripada itu, kesesuaian konsep demokrasi dengan konsep syura 

masih dapat terlihat pada proses pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga 

Biru yang betul-betul dilakukan dengan spirit toleransi dan penghormatan atas 

perbedaan pilihan. Sehingga ketakutan-ketakutan masyarakat akan terjadinya 

perselisihan antar kelompok satu dengan yang lain mulai berganti dengan 

kedewasaan yang tentunya sulit dijumpai di masa silam. 

 


